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BUPATI BENGKULU SELATAN 
PROVINSI B ENGKULU 

 

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 

NOMOR  28  TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan keseragaman 

dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi 

Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan  Tahun 

Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkulu Selatan Tentang Standar Harga Satuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan  Tahun 

Anggaran 2022; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4  Tahun 1956  tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan  

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  Nomor 2828); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun  

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 

tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 

60/PMK.02/2021tentangStandar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 658); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor02 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan  

Tahun 2010 Nomor 02). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 

Bengkulu Selatan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

9. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa 

Program. 

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 

yang dipimpinnya. 

11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD. 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim 

yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam 

rangka penyusunan APBD. 
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13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala  SKPKD  yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan 

dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD. 

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,  

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,  

membayarkan,  menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk 

keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

21. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan 

dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.  

22. Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga 

satuan,tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen 

keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilingkungan 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. 

23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program 

dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan meliputi: 

a. Satuan Biaya Honorarium; 

b. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah; 

c. Beban Jasa Listrik 

d. Beban Jasa Air 

e. Beban Jasa Kawat/Faksmili/Internet 

f. Beban Bahan Bakar Minyak 

g. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

h. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;  

i. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; 

j. Satuan Biaya Pemeliharaan; 

k. Satuan Biaya Transport; 

l. Satuan Biaya Sewa; 

m. Satuan biaya perjalanan dinas Luar Daerah; 

n. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan 

o. Satuan biaya pemeliharaan. 

p. Satuan Biaya Penampungan Usulan Seluruh SKPD 

 

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 digunakan dalam Perencanaan 

dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022. 

(2) Dalam perencanaan anggaran,  Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran,  Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: 
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a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan 

harga pasar. 

Pasal 4 

(1) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD menggunakan  Standar 

Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan  Tahun 

Anggaran 2022 dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan 

kewajaran serta memperhatikan kemampuang keuangan daerah. 

(2) Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dapat menggunakan Standar Harga 

Satuan Tahun Anggaran 2022 lainnya dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang belum diatur 

dalam  Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022. 

(3) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan  Standar 

Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan bertanggungjawab atas kebenaran formal dan material terhadap 

penggunaan   Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pengawasan atas penggunaan   Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 

2022sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  Standar Harga Satuan 

Tahun Anggaran 2022Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (JASA KONSULTANSI) 

Pasal 5 

Biaya Perencanaan  ditetapkan 3 % (tiga persen) dari nilai pagu fisik, dan biaya 

pengawasan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai pagu fisik. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

(1) Dalam hal terdapat Standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan 

Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat verifikasi 

dan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
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ditetapkan  di Manna  

pada tanggal 14 September 2021 

BUPATI BENGKULU SELATAN 

              ttd 

 GUSNAN MULYADI 

 

Diundangkan di Manna 

pada tanggal 14 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

            ttd 

  YUDI SATRIA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 

NOMOR 28 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

ttd 

Hendri Donan, SH 

Nip.19750825 200502 1 005 

(2) SKPD yang mengajukan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), wajib menyertakan alasan obyektif dan yuridis dalam bentuk telaahan 

staf. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan. 


